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BUPATT TAKALAn,
Menimbang : a' bahrra dengan berlakunya Peraturan pemerintah Republik

Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang ?ata caraPemberian dan pemanfaata* Insentif pemungutan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Untuk Meningl€tkan
Pendapatan Asli Daerah, maka perru ditindak ranjuti
dengan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentifpemungutan Retribusi
Telekomunikasi;

Pengendalian Menara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a di atas, perlu membentuk peraturan BupatiTakalar tentang Tata cara pemberian dan pema*faata*
Inseatif Pemungutan Retribusi pengendarian Menara
Telekomunikasi.

Mengingat : l.

2.

Undang-Undang Nomor Zg Tahun lg5g tentangPembentukan Daerah ?ingkat II di sur,awesi (remualri
Negara Repubrik hrdonesia Tahun lgsg Nom'r 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor
18221;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OO4 tentangPerimbangnn Keuanga* a,tara pemerintah pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44SSl;
undang-undang Nomor 2g Tahun zoog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daeratr {Lembaran Negam. Repubrik
Indonesia Tahun zoag Nomor 130, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S}agl;
undang-undang }rromor L2 Tahun 2o1r tentang
Pembentukan Peraturan krundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zor i Nomor g2,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234r:

3.

4.
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintatr ,Nornor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg4ra
RepubHk Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5?8);

7. Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Femerintah,
Pemerinta?r Daerafr mptnsi aan Femerintahan Daerah
Kabupaten /Kota { Iembaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2W7 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

8. Peratumn,Femerintall Nmror 69 Tatrun 2010 tentang Tata
Cara P.eraberian dan Pem€nfaatan Iasentif Pemungutan
P4iak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia T,ahun 2010 Nomor 119, Tambatran
I,emhran Negara Republik Indonesia Nomor 5161h

9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tatrun 20OB Tentang
Penyelenggaraan Pemburgunan Menara Telekomunikasi
Seluler;

10. Peraturam Daerah Kabupaten Takalar Nomor O9 Tahun
2412 Tentang Retribusi Jasa Umum.

{Eltlffttr$Frf r

Menetapkan : PERA,FUBA$ BUPATI IJIRALAB tBfrTArG TAIA cAnA
PEilBEBIAIT DAIS .W flTgEHTIT PEIIUtrCI'TAIT
REIRIBIISI UENARA TELETTOUUilII(ASI i

BAB I
T TEITTBAIS UUUil

Pasal 1

Dalam Peraturan Br.lpati ff, ymg dimaksud dengan :

1. Daerah adalatr Kabupaten Takalar
2. Pemerintatr Daerah adalah Bupati dan Peranglat Daerah sebasai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Menara Telekomunikasi adal,ah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar.
5. Insentif Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi yang selar{utnya

disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kineda tertentu dalanl melaksanakan pemungutan
Retribusi Menara Telekomunikasi.

6. Retribusi Daerah adalatr pungutan daeratr sebagai pembayaran atas jasa
atau pmberi-an iiarr tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.



7. wajib Retribusi adalqh orang pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perunda:rg-undangan retribusi diwqiibkan unttrk melalmkan
pembayaran retribusi, terraasuk pemungut atau pemotong retribuei
tertentu.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penenhran besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib rrtriU.,*i
serta pengauasan penyetoranrqra.

BAD II
PEWERIAIT DAIT PF,HAilIrAATAIT ANSEIT"II.

FEI.I2
Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi menara
telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kew4iaran dan
rasionalitas disesuaikan dengaq beeamya tanggung jawab, kebutuhan serta
karakteristik dan kondisi objektif daeratr.

ppnripnr*r, suuEF;R, rEffi#,DAr pETEBTHA rrsarfiF::

Bsglen Keratu
Pemberlan Inrontlf

Paral S
(1) Insentif diberikan kepada Instensi Pelaksana Pemungut Refitbusi Menara

Telekomunikasi.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (U secara proporsional

dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut Retribusi Menara
- lelekomunikasi sesuai dengan tanggungianrau maling-masing ;
b. Bupati qf wakil Bupati sebigai - penanggungi-awab pengelotaan

keuangan daerah;
c. Seknetiris pa"ar, seliaku koordinatqr pengelolaan t*r."rrg.ridaeratr; dan
d. Pihak lain yang membantu instan& fttarcarra pemirngut retribusi

menara telekomunikasi.

[1) Instansi platrsana pemungu, *fffilr*;nara relekomunikasi dapat diberi
insentif apbila mencapai kinerja tertentu y'ang dihitung berdasarkan
pencEtpala$ target penerimaan perjenis retribusi daeratr yans ditetapkanq+* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaien f*"Ur r*rgdiiabarkan slecara triwulen dengan perhitungan kine{* *Uasai berikui: "
l. sampai deagan triwulan I - lso/a (tiga puruh uma persenl
b. sarnpai dengan triwulan II = soyo (fi*ra-puruh persin!
q. sarnpai dengan triwulan III = T5o/o {tujuh pulu}r lima persen}
9. Sarnpai dengan triwutan tV = LOfflo {Jeratus persen}.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dirnaksud padi ayat (1) dimaksudkan
untuk rneningfuatt<an :
a. Kinerja instansi;
b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
e. Pendapatan daerah; dan
d. Pelayanan kepada masyarakat.



{3} Femhrian insentif sebagaimarra dimaksud pada ayat {1} dihayarkan setiap
Fy"t n pada awal triwulan berikutnt;. 

-.-

t4) Dalam hal targel Hluq," suatu triwutan tidak terrcapai, insentif untuktriwulan tersebut dibayarhn pad; a*Jtri*"Ian beriku:tnya yailg telahmencapai target kinerja triwulan yang ditentulran.(5I Dalam .hd . Hstt ttiieqa pada "ri.lrirla,a"o 
anggaran penerimaan tidaktercslp*;, fidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuktriwulaa sebelumnya.

Begtaa Kedua
Sunber Inrontif

Pa$I 5
Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undar,rgan.

Becamr*S:ffffi trnscaur

Pa$I 6(I) Besamya, hT}tif ditetapkan Ivo (lirtra perseratus) dari rencanapenerimean retribusi dalarn tatrun ,rrgg*rr. berkenaan . '
{2} Besarnva q*1tirsebagaimanadi*Alff; p"d" ar;, {t} ditetapkan melaluiAnggaran pendapatan dan Beraqia Dae;h t"ri;'Leg"o berkenaandengan keteutuan :

a' Besarnya pembayaran rlsentif sebagaimasa dimaksud dalam pasal Sayat {2} huruf a, lruruf b dan huru-f c untuk dibayarkan prtiwulanatau akhir tatrun de_ngan 
"-dq 

paring fings oG"rrrrit"u g:ffiffi d;tur{angan yang melekat, dari besairryaTn*"ur y""iJitetapkan pada
ayat (1).

b' Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3ayat {2} huruf d ditetapkan-pdi"q u"ggi .*a*""" s"rlii*" perserarus}dari besarnya inse:rtif yang ait"t fr.anEa. ayat (1). '--(3) Apabila dalam realisasi pemberian iassrtif berdasarkan ketentuarrsebagaimana-di13ksud pad; ayat (1) terdapat sisa tebih, harug disetorkanke Kas Daerah sebagai penerimaan'daeratr.'

hral 7
Penerima pembayaran insentif sebagai{,n;a dimaksud dalam Fasat:3 ayat (2}dan besarnya pembayaran insent{$u"si*arra diraaksud dalam pasal 6 ayat
{1) dan avat {z} ditetapkan dengan r"pufriliElpati.

BAE III
PEITEfiTGCANAIT' T'E[,AIT3A[AA[T DAfi PERTAITGGTIITGIIAFABAIr

Pasal I
{1} Kepala instansi plaksana pemungut retribusi menaxa telekomunilcasimenJrusun penganggaran ilsentif pmungutan retribusi berdasartrartketentuaa mbagaimana dimaksud dafrm i"of O.
t2) Pengangearan insentif pemrrngut"" 

"rt iuGL-t"g"i**rra dimaksud padaavat {I} dikelompokkan ke diam t"i.qi" to"r. rin;*fi yurrg diuraikanjTi*. belanja Pe,ga*ai, objek belanja "inseitir 
pemungutan

retribusi serta rincian obj-ek b"lirj" ;"t id;.
Pasal 9

Dalam -hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telahtercapai atau terlalrrpaui, pembayaran insentif belum aapat aif"f."fo" pada



anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuanperaturan'.perundang-undangan. r

Paral 10
Pertangguagiawaban pernberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan.

rerm#f,Tr*,.r*

Peraturar-r Bupati ini mulai uerramffi l1r*** diundangkan.

Agar *tiap or"o-g dapat mengetatruinya, merrrerintatrkan pengundangan.Peraturan Bupati fni dengani p*"&rp.t"rriryl A"rrrn Berita paefon KabupatenTakalar.

Ditetapkan di Takalar
[: B&r41 2016

AKALAR,

Diundangkan
pada tangg3l

di Takalar
lr Bfh.npl 24rc

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAFTUN 2016 NOMOR.'.o...

KABUPATEN TAKAI.AR,

Madya

rt lA-x
!:ker#hq; z C,grriili


